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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR @ TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah
memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang dimuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten = Mukomuko Nomor
39/KPTS/DPRD-MM Tahun 2022;

c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang telah memperoleh
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil
Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor D.460.BPKD Tahun
2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko tentang Anggaran Pendapatan Dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan
Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
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A, bnhwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimakeud
pada huaraf o, haeat by dan haeat o, perlu menetapkan
Peraturan  Daeraly tentang  Anggaran Pendapatan  dan
Helanfan Dacrah Tahun Anggaran 2020,

Memgingat 1 1o Pasal T ayat (0) Undang: Undang Dasar Negara Republik
Indonenin Tahun 1945,

2o Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan  Provinel  Denglkalu  (Lembaran  Negara
Republik Indonenta Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesln Nomor 2828);

30 Undang-Undang  Nomor 28 ‘Tahun 1999 tentang
Penyelenpggarann  Negara Yang Beralh  dan Bebas  darl
Korupal, Kolual dan Nepotinme (Lembaran Negara Republik
Indonenia Tahun 19909 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan  Kabupaten Kaur di Provinsl Bengkulu  (Lembaran
Negara Republik  Indonesin Tahun 2003  Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
4200);

5, Undang=Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesin Nomor 4280);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Nepgara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor §887), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor §8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor §679);

9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan
Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia 6322);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Ta.hun_
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten = Mukomuko

Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021

Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah,
pembiayaan daerah.

Pasal 2

belanja daerah, dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp.982.778.739.388,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 925.829.101.570,00
b. Belanja Daerah Rp. 980.278.739.388,00

Defisit/Surplus Rp.

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 56.949.637.818,00
2. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.

Pasal 3

(54.449.637.818,00)

54.449.637.818,00
0,00

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.925.829.101.570,00 yang

bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
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Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.63.668.690.570,00 yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.16.967.227.840,00.

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.5.285.000.000,00.

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢  direncanakan  sebesar
Rp.3.066.462.730,00.

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.350.000.000,00.

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp.828.397.231.000,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 6

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 huruf a direncanakan sebesar Rp.798.397.231.000,00 yang terdiri atas:
a. Dana Perimbangan; dan
b. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.680.886.095.000,00.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.117.511.136.000,00.

Pasal 7

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp.680.886.095.000,00 yang terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum,;
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.930.197.000,00.

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.468.770.179.000,00.
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» i isi bagaimana dimaksud
Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik se
@ I;:c?:ay;t (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.105.839.130.000,00.

pana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.78.346.589.000,00.

(5)

Pasal 8

pPendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf
b direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 yang merupakan Pendapatan

Bagi Hasil Pajak.

Pasal 9

(1) Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan  sebesar
Rp.33.763.180.000,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah Dana BOS; dan
b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

(2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.28.763.180.000,00.

(3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.980.278.739.388,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
direncanakan sebesar Rp.619.156.434.385,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
¢. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.403. 195.240.682,00.

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.209.895.025.218,00.

4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.5.852.135.285,00.

(5) Belanja bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.214.033.200,00.
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Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
direncanakan sebesar Rp.173.361.169.003,00 yang terdiri atas:

Belanja Modal Tanah,;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin,;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

aoop

o

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.917.130.000,00.

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.36.184.922.238,00.

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.80.230.235.720,00.

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.54.755.855.245,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.1.273.025.800,00.

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
direncanakan sebesar Rp.182.761.136.000,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.182.511.136.000,00.

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp.54.449.637.818,00 yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a direncanakan sebesar Rp.56.949.637.818,00 yang merupakan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
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(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar
(Rp.54.449.637.818,00).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.54.449.637.818,00.

(3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan direncanakan
sebesar Rp.0,00.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran
2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.
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Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko ini terdiri dari:

1.

.Ul

~1

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Lampiran XV
Lampiran XVI

Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 20

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 21
peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 Degewmeer 2022

BUPATI MUKOMUKO,

s

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 DeseMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ABDNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

PROVINSI BENGKULU : (... 2/.60/.202%........

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

